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PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Pada tangeal 10 Desember 1944, Deklarast Universal tentang Hak
hak Asast Manusia (The Universal Declaration of Human Rizhn) diterima
dengan suara bulat olch Majelis Umurn Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN).
Deklarasi i bensikan dan bermakna schagal “patokan Umum  untuk
meningkatkan prestasi bagr semua orang dansemua banpsa” Hak hak
tersebut pada gans besamva teodin atas 2 macam, vaitus!

a. Hak hak vane berhubungan denpan hak sipil dan politik, antara lain:
11 hak untuk hidup. kebebasan. hak tentang keamanan pribadi.
2) haktenlung kehebasan dan penganiayaun dan perbudakan
3) hak tentang partisipasi politik,
43 hak-hak stas harta bendi: perkawinan.
5) hak tentang kebebusan dasar untuk menyvatakan pendapat,
ungkapan, pikiran.
6) suara hati dan agams. dan,
7) hak tentang kebebasan untuk berkumpul dan bersidang,
b, Ilak-hak yang berhubunigan dengan hak ckonomi. sosial, dan budava,
antara lain:
1) hak tentang pekerjaun,
2} hak tentang tingkat kehidupan yang pantas.
3) hak tentanp pendidikan, dan.
4) hak tentang kebebasan hidup berbudaya.

Mukadimah " Beklargs: i sendirl. dimmulal denguan menpakui akan:
“martabat dan hak vang sawos dan vang udak dapat dicabut dari semua
angeota umat manusia . akan heb-haknva, Scesungeuhnyva konsep hak-hak

asasl manusia  mempunyval  dua  pengeriian dasar vang  lidak  dapat

UoDekdarasn Uneversal tentange Hak hak azasi Manwsa (Ohe Oamversad Decloration of Human

e Th)



- Leha

W

dipisahkan. Yang pertama ialah hak-hak vang tidak dapat dipisshkan dan
dicabut adalab hak manusia karena iz adalah seorang Manusia. Hak-hak ini
adalah hak-hak moral yvang bermsal darn kemanusiaan selap manusis
Pengertian kedua darl hak-hak asssi manusia adalab hak -hak menurut
bukum. wvang dibuat sesuu dengan proses pembeniukan hukum dar
masyarakal 1o sendin. batk secara nasional maupun intermusional. Dusar
dan hak-hak im adalsh persetujuan dari vang dipenntah. Yaiw persetujuan
dari para warga, vang tunduk kepada hak-hak itu dan tdak hanva tata teriib
alamiah vang merupakan dasar dari arti vang pertama tadi”

Di¢ngan demikian, dari kutipan tersebut di atas, ada 3 hak-hak dasar
manysia, 1alah:
4 _Hak-hak Pnibadi
b, Hak hak Sosial
¢. Hak-hak Budava

Hak untuk hidup schat sesungpuhnya merupakan interaksi dan inter-
relasi dan ketipa hak tersebut, hak pribadi, dun hak sosial, dan pada tingkat
terientu akan menjadi hak budava: bagan dari hak-hak manusis universal.
Hak umuk hidup schat secasa khusus ada di dalam Dcklarasi Universal
tentang  Hak-hak Asasi Manusia,  dimuat-deedalam  artikel 25 vang

menvebutkan hahwa: “Nap orang mempuenyai hak untuk hidup pada standar

vang lavak untuk kesehatan dan kescgahteraan mereka, dan keluarga

mereka termasuk hak untuk mendapat makanan. perumahan, dan pelavanan

kesehatan™ (evervone has the right 1o a standard of living adequate 7or the

Hak=har Asast Manusiz: Janyg Jawah Ll Levint PT Pradnva Paramita fabama, 14987



health and well-being athimsely and of his family, including food, clothing,
hausing. and medical care™).

Artikel ini kemudian dipemakan di dalam konstitusi WIIO, dan
diratifilkasi oleh banvak konvensi internasional lainnva. Dengan pengertian,
pemahaman, dan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tap
ganpguan, intervensi: alau ketidakadilan, ketidakacuhan, apapun bentuknya
vang  mengakibatkan  ketidaksehatan  wbuh  manusia,  kejiwaannva,
lingkungan alam dan lingkungan sesialnya, pengaturan dan hukumnya, sera
ketidak adilant dalam manajemen sosial yang mereka teruna, adalah
merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia.’

Human Development Index (HDI) yang diterbitkan oleh United
Nation Developmient Program setiap tahunnya, menempatkan Indonesia
pada ranking yvang ke 105 di antara 180 negara di dunia (1999). Saat ini
Indonesia berada di randing ke 110 di antara 162 negara (2002). Sedangkan
Vicinam vang pada ahun 1993 berada di ranking ke 117, Sekarang berada
di ranking ke 95 di antara 162 negara 4. HDT Vietnam saat ini lebih baik
dari Indonesia.

Ada 3 (tiga) domain utama vang duular pada D tersebut di atas,
vaitu: | Kesehatan, diurutan pertama. 2. Pendidikan, diurutan kedua, dan 3.
Fhonomi. diuratan ketigs  Meskipun sesungguhnyva ketiga domain tersebut
saling bennteraksi dan bennterrelasi saw dengan vang lannva, Dapat

dimengertt bahwa, anpa keschatan vang baik. pendidikan tidak mungkin
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dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan vang baik dan pendidikan yang
haik mustahil ckonomi keluargs masvarakat dapat membark pula. Tanpa
kesehatan dan pendidikan wvang baik/prima. ekonomi kita kelak hanyva
merupakan “ekonomi kaki lima™ Namun scbaliknyva pula. tanpa ekonomi
vang hkuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masvarakat pun tdak
mungkin dapat membaik pula. Yung jelas di sini bahwa M) merupakan
"cermin dar kecerdasan, kesejahterdan dan kemakmuran bangsa™ HIDJT
merupakan twlak vkur dansmasvarakar modani. Masvarakat vang kaita
inginkan hersama. vaitu Suatu tatanan masvarakat modem (masyarakat vang
dapal mengpunakan ilmu pengetabnan dan  teknologs  scbagal sarana
hidupnya), masvarakat vang berbudava, masyarakal vang beradab (sehat
tisik, mental dan sosalnya). dan masyarakat vang beragama.’

Di dalam kurun wakm lima pulub tahun belakangan imi, batasan
tentang hak manusia dv dalam Kesehatan telah berkembang. termasuk
tentang hak-hak anak hak-hak perempuan. dan pemuda: hak untuk
mendapat makanan dan hnghungan sehat; hak watuk mendapat airbersih.
lak ‘untuk mendapat standar vang lavak dalam kesehatan fisik dan jiwa.
termusuk hak kesehatan. reproduks: dan Kesehatan schsual 11 dalam satu
dekade belakangan ini. artikel dalam hal deklarasi dan nomenklatur dar hak
asasi manusigpun memadi lebibvkomplehsekarena harus berhadapan dengan
hal-hal seperti pemanfaatan anak-anak dalam peperangan, masalah pekerja
anak. kondisi kerja. dan hal-hal lain vange berhubungan dengan perdagangan

(hisnis) dalam keschatan



Apabila dilihat dan APBN selama lebih dam lima puluh tshun
Indonesia merdeka saja, dana yang dialokasikan untuk  pembangunan
keschatan masyarakat tidak pernab melebihi angka 4.0 persen (sekitar 3.0-
3.5 persen, sedanpkan WIO menganjurkan minimal 5.0-6.0 persen dan
dana APBN). Dcmikian halrva dana APBN yang disediakan untuk
pendidikan masvarakat masth jauh dari apa vang diharapkan. APBN dan
APRD kita belum mencerminkan akan hak-hak  asasi manusia dalam
keschatan dan pendidikan masyvarakar”

Diepihak lain. “konsep keschatan” vang selama ini “seakan-akan™
masilt dikonotasikan oleh sementiara masyarakat banyak dan para pengambil
keputusan. dan fidak jarang oleh masyarukat kesehatan'kedokteran sendir:,
masih sebagai scbuah “konsep sakit™. Apabila telah jath “sakit™, baruluh
kemudian mercka memikirkan tentang “schat™, “Orang Sakit” adalah obyck
program keschatan, Provek bagi pemasukan kas negara atau daerah. Masih
sering diidentikkan atau dibavangkan bahwa “keschatan™ dan “pelavanan
kesechatan™ untuk masvarakar adalah semate-mata pelayanan “Rumah
Sakit”, atau “Puskesmas™ yang sarat déngan orung sakit yang akan di
operasi  jantung. ataw  pendenta diabetes.  darab  tinggl.  penvakit
panyasthmaib. pilek atuu kudisan

Insadan sekali bahwa demoprafi, sosial. ekonomi dun budayva, serta
taraf pendidikan masvarakal scodin masih merupakan kendala yang harus

tetap dapat di atasi, Disimlal peran penting vang harus dapat dimanfaatkan




oleh para ahli di bidangnyva masing-masing dalam mewujudkan masyarakat
sechat ilu. Pemberdavaan masyvarakat, kerjaswma lintas sektor dengan sistem-
sistemnva yvang terintegrasi, dan profesionalisme merpakan kata-kata kunc
dalam pengejawantahan Paradigma Sehat menuju Indonesia Sehat vang
samma-sama kita dambuakan. Sebagal paradipma. dan juga scbagar pengawal
(the yuardians) dari keschatan individu, kesehatan keluargs, dan kesehatan
masyurakat, sebagal pengawal harkat dan martabat manusia; yang tidak
dapat dihilangkan dan dicabut dan dirinva. Karena 1a merupakan bagian dan
kemanusian,

(Gangguan,  intervensi, ketidakadilan:  ketidak  acuhan.  apapun
bentnknyva  vang mengakibatkan  ketidaksehatan tubuh manusia,
keprwaannyva, lingkungan alam: dan lingkungan sesialnva, pengaturan dan
hukumnya. serta ketdak adilan dalam maoajemen sosial vang mereka
lerima, merupakan pelangparan hak mereka. Para dokter kini, para tenaga
kesehatun. kita semua. duninta sebagai “the wgent of change™ dalam
pergeseran dan pengertian ini. Dokter kinl, tenaga kesehatan: kita semua
diminta untuk mempromosikan kesehatan manusia. bersamaan  dengan
melindungi dan mempromaosikan hak-hak manusia terscbut

Pelayanan keschatan vang berkaitan dengan masalal kesehatan, pada
dasarnva merupakan pefganiilang dan wManat undang-udang dasar Neguara
vang telah mengalami beberapa perubahan. Dalam Bab ke X1V Undang-
Undang Dasar 1945 vang embahas tentang Perekonomian Nasional dan
Keseahteraan, pada Pasal 334 avat (3) telah disebutkan bahwa Negara

Plocsician far Human Rishis lihat dalam: Examimmg Asylum Seekers, 2001, wvew, phirusa ory,
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bertanpeung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayvanan kesehatan dan
fasilitus pelayanan umum vang lavak.

Amanat undang-undang dasar tersebut. telah dijabarkan secara lebih
spesifik melalul Undang-!ndany Nomor 36 Tahun 2009 tentung Keschatan.
Undang-tindang ini teigh menpatur berbagal hal yang berkaitan dengan
masalah keschatan, baik vang mencakup, filosofi. pengaluran antara hak dan
kewajiban, tugas «dan tanggung jawab, upava-upava keschatan maupun
sumber dava manusia, Dalam Undang-Undang tersebut telah ditctapkan
bahwa pembangupun kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan ludup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat keschatan masyarakal yang optimal.

Derujat kesehatan yang optunal adalah tingkat kondisi kesehatan
vang tinggi dan mungkin dapat dieapai pada suatu saal, sesual dengan
kondisi dan situasi sera Kemampuan yang nvata dari setiap vrang sehingga
harus diterjemahkan sebagai sebuah upava vang bersifat terus menerus,
Pemerintah - mempunvai tanppung  jawab untuk  meningkatkan  derajat
keschatan masyarakat  seoptimal mungking yvang  dilakukan  sccara
menyeliuh, terpaduserts berkesinambungan. Untok otussalah satu tugas
pemerintah | vang  paling  penting . dalam scktor  kesehatan  adalah
menvelenyduakansupava keschalan yang@merata™serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masvarakat, Menmgkatkan dergjat keschatan merupakan
modal wwal vang sangat strategis bagi pengembangan dan pembinaan
sumber dava muanusia Indonesia sehinppa dapart dipakal scbagar modal dan

assel pembungurin



Filosofi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. termuat pada
Pasal 52 1717 No. 36 Tahun 2004 dimana upava kesehatan dilakukan melalui
pendekatan promotive (pemeliharaan. peningkatan kesehatan), preventive
(pencegahan penyvakit), curarive (penvembuhan penyakit) dan refabilitative
(pemulihan kesehatan) vang dilakukan secara menveluruh. terpadu dan
berkesinambungan.

Setiap orang mempunvad hak yvang sama dalam memperoleh derajat
keschatan vang optimal (Pasal 3) dun pemerintah bertangung jawab untuk
meningkathan derajat  Kesehatan masyarakat (Pasal [4). Derdasarkan
undang-undang ini, upava kesehatan vang tercantum meliputi :

Kesehatan Keluarga

Perbaikan Gizi

Pengamanan Makanan dan Minuman

Keschatan [ingkungan

Kesehatan Kena

Keschatan Jiwa

Pemberantasan Penvakit

Penvembuhan Penyakit dan Memulihun Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan

Penparnanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Pengamanan zat Adikul

Kesehatan Sekolah

m. Kesehatan Olah raga

n. Pengobatan Tradisional

0. Kesehatan Marta
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Lindang-T'ndang Nemer 36 Falwn 2009 tentang Kesehatan juga welah
mengatur adanya sanksi bagi para peluku tindakan medis untuk menjamin
keamunun pasien sebagal konsumen atas jasa vang dibernikan oleh tenaga
medis maupun perlindungan bagi tenaga keschatan dalam menjalankan
tugas sesual dengan profesinya (Pasal 24, 27 dan 29). Pada Pasal 36 ayut

(1), discbutkan secara tegas bahwa tenaga keschatan berhak memperoleh



perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesual dengan profesinya.
Pasal 57 avat (1) menyebutkan bahwa terhadap tenaga keschatan yang
melakukan kesaluhan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat
dikenskan tindakan disiplin. Begitu pula dengan adanva Pasal 538 avat (1)
vang menjamin kemungkinan adanya pemberian ganti rugl bagi pasien atas
kelalalan atau kesalahan vang dilakukan tenaga kesehatan.

Menurut Lapran Tahupan Departemen Kesehatan Republik di
Indonesia bahwa penvakitovang termasuk dalam kategori penvakit tidak
menular vang Sering terjudi pad amasvarakat “Indonesia adalah penyakit
jantung dan pembuluh darsh, Diabetes Melitus (DM); Neoplasma/Tumor.
Pada thun 2007 jumlah kasus DM terbanvak terjadi di Provinsi jawa
Fimur. JawaTengah. Sumatera Selatan. Kalimantan Timur dan Sulawesi
Tengpura Peningkatan jumbab kasus rawat jalan penyakit DM terjadi dan
33.036 kasus pad atahun 2006 menjad) 342.246 pada tahun 2007, Demikian
juga jumlah pasien rawat imap vang disebabkan oleh penvakit DM juga
mengalami perungkatan dari 28.743 pada tahun 2006 memadi 31.234 pada
tahun 2007,

Di Provins: Jawa Tengah semndin fenomena, perungkatan jumlah
penderita penyakit-udak senular 1erlihar pada prevalensi penderita jantung
koroner vaiw 0.07% pada tahun 20035, 0,09% pada tahun 2006 dan menjadi
(.10 pada tahun 2007 hal int berarti pada tahun 2007 terdapat 10 orang
pendenita janung koroner di setiap TOLOO0 orang penduduk, Demikian juga

untuk penvakit hipertens: vang mengalamn peningkatan dari 1.80% pada



tahun 2005, 1.87% pada tahun 2006 menjadi 2,02% pad atahun 2007. Pada
tahun 2007 penderita penyaki: tidak menular di Jawa Tengah banyak
mengalumi peningkatan. Peningkatan lainnya juga tegadi pada penvakal
stroke, Dekompensasio Kordis, Diabetes Melitus, Neoplasma. Penvakit Paru
dan Asma Bronkial.*

Salah saru bentuk pelavanan keschatan vang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Semarang adalah penanganan Penvakit Tidak Menular
(PTM) vange disclengparakan melalul puskesmas-puskesmas di wilayah
keria Dinas Keschatan  Kota  Semarang.  Penanganan PTM melipun
Pelavanan terhadap penvakit juntung, Diahetes Melius, Hipertensi. Stroke,
Penyakit Paru. Kanker. Psikosis dun Kcecelakaan Lalu Tintas. Masyarakat
vang memakal pelavanan PTM di Puskcsmas tergolong besar jumlahnva

seperti vang terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel |
Jumlah Masvarakat Pemakai Pelayanan PI'M di Puskesmas
&l Kotz Semaracs Tahun 2008
. Rulan | Jumiah ] Pertaumbuhan ( persen) |
| Januari | 57 fe ll
| Pebruari, | 1536 | i 542
- Maret b 1634 ] 7,68
April I s s, 4.23 |
(Mek 1T a4 21.46
Juni FaGFL 8.33 |
Il "l 23] 1527 |
L Apustus - a0 1641
| September 1424 T 3790
| Oktober | 1361 | 847 |
Nopember 1752 | (224
[Desember | 1324 | 24,43
Rata-rata 1461 | 0,67

Sumber - Dinas Kesehatan Kota Semarang, 20049

® Laporan Tahunan Dhnas boesehatan Peovinsl lawa Tenesh, 2008

[



Pada tabel tersebut di atas terlihat babwa jumlah masyarakat
pengguna jasa lavanan PTM di puskesmas-puskesmas di Kota Semarang
pada tahun 2008 rata-rata mengalami kenaikan sebesar (.67 persen setiap
bulan. Kondisi ini menandakan bahwa masvarakat banyak menggunakan
lavanan PTM vang merupakan salah satu mmplementast Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan vang dilakukan oleh Dinas Kota
Semarang

Melibat besarnya masyarakat yang mengunakan pelayanan PTM di
puskesmas, maky perlunya petugas yang terkait untuk membenkan
pelavanan prima Kepada masvarakat. Hakckat pelayanan kesehatan adalah
pemberian  pelavanan prima kepad: masyarakal yang merupakan
perwujudan kewajiban aparatur negara scbapul abdi masyarakal Disadar
bersama bahwa rugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat, karena negara sudah menyerahkan seluruh  pelavanan
administrasi dan  pelayanan kesehatan kepada pemerintwh. schingga
pemerintah wajib melaksanakan fungsi pelavanan dengan sebaik-batknya
denpan menpulamakan  kepuasan masyarakat.  Kebhijakan pemerintah
khususnya dalarmn peningkatan kualitas pelavanan| kesehatan. senantiasa
harus memperhattkan wintetan dan dinamka masvarakac dan terwujudnva
pelavanan  keschatan vang  berkualitas merupakan  salah satn cn
keberhasilun suaiu lembaga/instanst pemerintah

Rerdasarkan lutar belakang tersebot maka perlunva dilakukan suatu

enelitian tentane pelaksanaan Undanc-oundane tersebot antok pemmekatan
: K K i g



penanganan dan pencepahan Penyakit Tidak  Menular (PTM)  bagi
masyarakat di Kota Scmarang. Untuk e dilakukan penelidan dengan judul
"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN  PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DI

WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG™T

Perumusan Masalah
Derdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalalian vang akan

diangkat dalam tesis int dapat diidentifikasi sehagar beriku

I. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undung Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dalam penanpanan dan pencegahan Penvakit Tidak
Menular (PIM) di Wilavah Kenja Dinas Kesehatan Kota Semarang 7

2 Faktor apa saa vang menjadi kendala dalam Pelaksanaan 1Indang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penanpanan
dun pencegahan Penvakit Tidak Menular (PTM) di Wilavah Kerja

Dinas Kesehatan Kota Semarang 7

L}

Bagaimana langkah vang tepat untuk mengatasi kendala vang terjadi
dalam Pelaksapaan Undang-Undang Nomer-36 Tuahun 2009 tentang
kesehatan dalam pemanparnan dun pencegahan Penvakit Tidak Menular

(FIM) di Wilavah Kerja [Mnas Kesehatan Kota Semarang ?



C.

n.

Tujuan Penelitian

Adapun funan yang ingin dicapar dalam penulisan tesis ini adalah

schagan benkut

Untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009
tentang keschatan dalam penanganan dan pencepahan Penvakit Tidak
Menular (PITM) di Wilavah Kera Dinas Keschatan Kota Semarang
Untuk  mengkap  fakilor aps sajs vang menjadi kendala dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Womor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dalam pepanganan dan pencegahan Penvakit Tidak Menular (FI1M) di
Wilavah Kena Ihinas Kesehatan Kota Semarang

Untik mengkaji langkah hokoo yang tepat untuk anengatasi kendala
dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan dalam penanganan dan pencegahan Penvakit Tidak Menular

(FTM) i Wilavah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagar herikut

J:

Manfaat Teoritis

Hagr i pengeltahuan -menambah pengetahuan vang berkaitan dengan
hukum kesehatan khususnva mengenar Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan dalam penanganan dan
pencegaban Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilavah Kerja Dinas

koeschatan Kota Semarang



2, Manfaat Praktis

a) Bagi Pemenntah
Memberikan sumbangan berups  informast  aktual  tentang
Pelaksanaan Undang-Ulndanyg tentang Keschatan dalam penanganan
dan pencepahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kena
Dinas Kesehatan Kota Semarang sehingga dapat dijadikan bahan
evaluasi untuk peningkatan pelavanan keschatan bagm masyvarakat

by Bap Tenapa Keschatan
Membenkan sumbangan pemikiran . dan  informasi  dalam
menghadapi kasus-kasus dalam Pelaksansan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam  penanganan  dan
pencepahan Penvakit Tidak Menular (PTM) di Wilayvah Kerja Dinas
Kesehatan Kota Semarang

¢) Bapi Pencliti
Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan
untubh memperoleh gelar Magister Hukum Keschatan dan Lnika

Soegijapranata Semarang.

E. Metode Peneclitian
1. Metode Penedekatan
Berdasarkan perumusan masalzh dan lujuan penelitian, maka
pendekatan vang digunakan dslan penehtian i adalah pendekatan
vuridis empiris. Pendekatan secara vuridis adalah pendekatan dari sepi
puraturan perundang-undanpan dan sorma-norma hukum sesuar dengan
permasalahan vang ada.  sedangkan pendekatan empins  adalah

[



menckankan  penelitian vang  bertujuan memperoleh  pengetahuan
empins dengan jalan terjun langsung ke lapangan.”

Pada penelitian ini menghajr masalah pelaksanaan [ndang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka
penanganan  dan dan  pencegahan Pelavanan Tidak Menular bawm
masvarakat di Kot Semarang. Untuk itu digupakan pendekatan yunidis
empiris vang mengka)i pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 36 Tahun
2008 tentang Keschatan dalam penanganan dan pencegahan Penvakit
Tidak Menular (PTM) di Wilavah Kena Dinas Keschatan Kota
Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah lermasuke diskriptit
analitis, vaitu menggambarkan peraturan perundangan vang berlaku
dikaitkan dengan teon-teon hukum dan prakiek pelaksanaan hukum
positl vang menyangkut permasalaban di atas. Penelitian deskriptif
merupakan jenis penelitian vang memberikan gambaran atau uraian atas
suatu keadaan seielas mungkin terhadap obvek vang diteliti.'? Bersifat
deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu
gambaran vang-bersifat menveluruh dan sistematis, kemudian dilakukan
suatu analisis terhadapadatasane dipemoleh dan pada akhimya didapat
pemecahan masalah Dikatakan  deskripsi karena  penelitian  1m

diharapkan mampu memberikan gambaran sceara noer. sistematis dan

© Hanmny E'{u:llil:llkl- Suermitra, Meiody Peneloian Fuabem B Juepmore, | Iakara 0 Ghalia Indanesa
G, Tualaman 440
Spepione Seekanto, Pomelition Hubpm Noeopaedt Ngorye Pisfauaen Nigokar (akani 0 Kajg

ijrafindo, 1982, haiaman 10
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menveluruh mengenal sepala hal yang berhubungan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan dalam
penanganan dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilavah
Kera Dinas Kesehatan Kota Semarany.
Jenis Data
Penclitian i menggunakan dua jenis data vaile data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data vang dipereleh secara langsung
melalul sumber informast atau anforman/Responden. Sebaliknya data
sekunder merupakan data vang diperoleh udak secara langsung dan
surnber data. Peneliti hanya scbapai pemakai data. Data sckunder berasal
dan Peraturan Perundahg-undangan. litcratur, surat kabar. majalah, dan
dokumen terniihis lamnya. Dalam  Penelitian hukum, bahan hukum
mencakup :
a. Bahan hukum pnmer. vaitu bahan hokum yang mengikal. Pada
penelitian i, bahan hukum primer vang digunakan adalah
a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah
Daerah.
by Tindang-undang Nemer 36 Tahun 2009 twentang Kesehawn.
c) Peraturan. Pemenntah Nomor 32-Tahun 996 tentang Tenaga
kesehatan,
b. Baban hukum sekunder, vaimu bahan hukum vang memberikan
penjelasan mengenai bahaun hukum  primer seperti  rancangan
undang-undang. hasil penelitian, buku-buku hukum. putusan  dan

lain=lamn
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Hahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sckunder.
misaluva kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia. majalah hukum.
jurnal-jurmal hukum. ensiklopedia dan scterusnya. Bahan hukum
tersier juga dapal berasal dam luar bidang hukum misalnva dari
bidang politik, sosial dan scbapainva vang dapat digunakan antuk

menunjang data penelitian.

L.okasi Penelitian

Penelitian yang mengkap temang penanganan dan pencegahan

Penyakit Tidak Menular (PTM) bagm masyvarakat di Kota Semarang

dilakukan di Wilavah Kera Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Unit

Pelaksana Teknis pelaksana kegiatan penanganan dan pencegahan PTM

di lingkunpan Puskesmas. yaitu ;

a Puskesmas Candi Lama

h.

d.

€,

Puskesmas Miroto
Puskesmas Gayamsarn
Puskesmas Pandanaran

Puskesmas Karangdoro

Metode Pengumpulan ata

leknik pengumpulan dala penelitian dengan cara ;
Wawaneara (indepth interview) merupakan teknik untuk menjaring
dats primer  yang dilakukan deppan menggunakan pedoman
wawancara, [nforman/Responden dipilih sccara purposive vaitu nara

surmnber vany diptlih secara sengaja harena diangpap memiliki cin-
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' Informan

ciri tertentu vang dapat memperkava data penclitian.’

vang dipilih oleh penulis dalam hal i1 adalah pihak vang berkaitan

dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan dalam penanganan dan pencegahan Penyakit Tidak

Menular (PTM) di Wilayah Kega Dinas Keschatan Kota Semarang,

yakni :

1) Kepala linas Kesehatan Kota Semarang

2) Staft Ihnas Kesehatan Kota Semarang bagian DPelayanan
Musvarakat,

3) Kepala Puskesmas

4) Tenaga pelavanan kesehatan di Puskesmas

5). Masyarakat vang merupakan pasien PTM di Puskesmas

Pada kegiatan wawaneara i akan diperoleh bukli empins tentang

pelaksanaan  Undang-l/ndang Nomor 36 Tahun 2009 rtentang

Keschatan dalam pemberantasan PI'M  terutama di Puskesmas-

puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Scmarang.

Participatory observation (Observast) 1alam penelitian kualitatif’

peneliti merupakan instrumen wama, dimana pepeliti akan terlibat

secara langsung untuk melihat merasakan dan mengalami apa vang

tejadi pada obwek  penclinan Dengan demikian penelin akan

memahami makna-makna vang tersembunyi di balik realita vang

kasat mata.

Prasetea lrawdn, e Penclitian Kualitatit dan Koanmiai !l antak thne-ilmo social, 1810000

2006, hal 47
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Pada keglatan Participatory ohservarion (Observasi) peneliti akan
mendapatkan  bukti  cmpins  tentang  pelaksanaan  pembenan
pelavanan kKepada masyvarakat tentang PTM di Puskesmas-puskesmas
yvang menjadi obvek penelitian.
¢ Document iracking (Studi Dokumen), merupakan teknik untuk
mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen vang terkait
dengan masalah, wjuan dan manlaat penelitian. Dalam penelitian ini
maka peneliti akan menpgali informas: melalui dokumen kebijakan
vang tegkart dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun
20009 tenlang Kesehatan dalam penanganan dan pencegahan Penvakirt
Tidak Menular (PTM) di Wilavah Kerja Dinas Kesehatan Kota
Semarang, berupa undang-undany beserta peraturan pelaksanaannya.
Pada kegiatan Document wracking (Studi Dokumen) peneliti akan
mendapatkan  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh  Dinas
Keschatan Kota Semarang. Puskesmas maupun perscorangan vang
dapat mendukung hasil penelitian di lapangan,
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif,
vaitu data yvang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis
secara kualitaul agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibalias
Tujuan dipunakannya analisis kualitatil 1w adalah untuk mendapatkan
pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 7009 tentang Kesehatan dalam penanpanan dan pencegahan

Penvakit Tidak Menular (PTM) di Wilavah Kerja Dinas Kesehatan Kot
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Semarang, hambatan vang tegadi serta solusi vang dibutuhkan dalam
mengatasi kendala tersebut.

Analisis data kualitatil’ adalah  suatu  cara  penchitian yang
menghasilkan data desknipuf analistis, vaitu apa vang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau hsan dan juga perilakunya vang nyata ditelit
dan dipelajan sebagai sesuatu yang utuh.'? Sctelah analisis data selesai.
maka hasilnva akan disajikan secara deskriptif vaitu dengan menuturkan dan
menggambarkan apa adanva sesual dengan permasalahan vang diteliti
sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menverupal jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penclitian 1m sebagail karva ihmiah

herhentmuk tesis,

F.  Sistematika Penulisan

BAB1  Pendahuluan
Pada bab ini merupakan dasar pemikiran pentingnya dilakukan
penelitian mi. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah,  tjuan  penelitian. manfast  penelitian,
metade penelitian dan sistematika penulisan

BABII Tinjanan Pustaka
Pada bab 1m merupakan kafian tentang teorl vang mendukung
pelaksanaan penclitian ini. Pada bab ini bensikan tentang teor
negara hukum, teort kesejuhteraan dan negara kesejahteraan,

serta Pelavanan keschatan dan desentralisasi keschatan

" Sperjono Soekanta, thid  halarman 12,
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BABR I

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab I'V merupakan hasil dan pelaksanaan penelitian serta
pembahasan terhadap hasil penclitian tersebut. Pada bab ini
herisikan tentang pambaran umum Kota Semarang, Pelaksanaan
penanganan dan pencegahan PTM di Kota Semarang, Kendala-
kendala vang dibhadapi dalam pelaksanaan penanganan dan
pencegahan PI'M di Kota Semarang serta langkah-langkah yang
dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Penutup

Pada bab V ini merupakan penutup dan rangkaian penelitian
yang dilakukan vang benisikan keseimpulan dan hasil penelitiun
dan saran vang dapat diberikan setelah melaksanakan penelitian

ini.



